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Merigirigat

a. bahwa dalam rangkarnenindaklanjuti Keputusan Gubernur
Jawa Tengah.: tanggal 29 Agustus 20257 Nornor
100.3.3.1/352." Tahun 2025 tentang Basil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang
Perubahan An~aran Pendapatan dan Belanja Dae rah Kota
Salatiga Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan
WaH Kota Salatiga ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan 8elanja Daerah Kota Salatiga Tahun
Anggaran 2025., perlu ditindaklanjuti dengan Persetujuan
.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pernerintah Nomor 12 TaJ1\:m
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Persetujuan
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur .Jawa Tengah
Terhadap Rancangan Peraruran .. Daerah Kota S'ala.tiga
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja
Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 dan, Rancangan
Peraturan WaH kota Sa.latiga tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatigs
Tahun Anggaran,2025 ;

c. bahwa qt!rdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnak sud
pada huruf a dan hunlf' b, perlu fneneC~}p!,;:an
Keputusan Pirnpinan DeVN:U: Perwakilan Rakyat Daerah;

1. Uridarrg-Urrdarig Nornor 17 Tahu,n 200:~~teritarig K(;Ll::~.n~5,an
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

. Nomor 47, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Menimbang

Surat WaH Kota Salatiga, tanggal 2 September 2025, Nbmor
900.1.12/1074, Perihal Permohonan Persetujuan Tindak Lanjut
Hasil Evaluasi Gubemur atas Raperda Tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 dan Raperwali tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kota Salatiga TahU11Anggaran 2025;

Membaca

PIMPINAN DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KOTA S4bi.I.ATIGA,

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SA1"ATIGt~,
,PROVINSI JAWA TENGAH '

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KOTA SALAT~GA
,NOMOR 11~. 1/gb/l~/~5

TENTANG

PERSETUJUAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH
TERHADAP RANCANGAN PERATURltN DA.ERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN'BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA

TAHUN,ANGGARAN 2025 DAN,
RANCANGAN PERATURAN WALl ~OTA SALATIGA TENTANG PEN~JABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA.!'lJA DAERAH
KOTA SALATIGA'TAHUN ANGGARAN 2025



:' ',Menyetujui Tindak Lanjut Hasil , Evaluasi Gubernur Jawa
Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga

MEMUTUSKAN:

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana
telah diubah ,dengan Undang-Undang Nornor 15
Tahun 2019; , ' ,

3. Undang- Undang 'No'mor 17 Tahun 20'14 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa' kali terakhir dengan
Undang-Undang Nornor 13 Tahun 20 19;

.. .4. Undang-Undang Nornor ' 2'3, Tahun 2014 tentang
,Pemerintahan Daerah, sebagaimana tclah diubah 'beberapa
kali terakhir dengan. Undang-Undang Nomor ,6 Tahun 2023
ten tang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 ,ten tang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

,5. Undang-Undang Nomor 11,Tahun 2.023 ten tang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor -58, 'rambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 1992 ten tang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

7. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedornan Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018~

10.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020'
tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.Peraturan 'Menten' Dalam Negeri Nornor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman -Penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

12. Surat Edaran Nomor 900 .1.1/640/ SJ ten tang Penyesuaia~
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan. Perubahan APBD
TA 2025;

13.Peraturan Dewarr-Pewakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
Nomor 1 Tahun 20'19 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Salatiga.

KESATU'

Menetapkan",



SALINAN : Keputusan ini disarnpaikan kepada Yth:
1. Gubernur Jaw~ Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Perneriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa. Tengah..di

Semarang;
3. Wali Kota Salatiga; .
4. Sekretaris Daerah Kota Salatiga; . ,
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota. Salatiga;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
7. Kepala Badan Perencanaan .Pembangunan, Penelitian dan P...ngembar.g>»

Daera? Kota Salatiga;
8. 'Inspektur Kota Salatiga; dan
9. Kepala Bagian Hukurn Setda KotaSalatiga.

SAIFULMASHUD ,

PIMPINAN DEWAN PERV/AKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAl~ATIGA

+tr:«

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal .-;.~~mbe~ :20~f;

Keputusan ini mulai berlaku pad a tanggal ditetapkan.KEEMPAT

,Menyerahkan persetujuan sebagaimaria dirnaksud pada dikturn
KESATU'Keputusan'ini kepada Walikota.

'KETIGA
-

--~

,~~_.

Persetujuan sebagairnana dimaksud ,pada diktum KESATU
Keputusan ini, merupakan dasar Penetapan Peraturan Daerah
tentang Peru bah an ,Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025. sebagaimana tercantum
dalarn Lampiran Keputusan .ini,;,

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan WaH Kota
Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahurr Anggaran 2025;

_- -

-'.



J. Ccrrnat dan Konsisten dalam menyusun dokumen Perubahan R~PD dengan
Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBp. Scrta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Manajemen Anggaran
yang Efektif, Efisien dan 'akuntabilitas anggaran.

4. Berkaitan dengan pclaksanaan : Program/Kegiatarr/Bub Kegiatan pada
beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran
dalam dokurnen Perubahan RKPD" Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan
Pcrubahan APBD Tahun Anggaran '2025 dengan penjelasan sebagai berikut:

2. Memcdomani kebijakan yang terrnuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan
Peru bahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan ditetapkan guna
rnenyclaraskan atau penyelarasan perencanaan dan penganggaran dalam
mcngawal prioritas pernbangunan ,daerah'Kota Salatiga Tahun 2025 yang
t clah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD.

I. KEBIJAKANUMUM
1. Mcngacu pada ,konsistcnsi jadwal .dan ,ta~apan dalam penyusunan APBO
sesuai ketentuan peraturan .perundang-undangan .guna menjamin
pclaksanaan pckcrjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun
anggaran berjalan.

, , ,

Bcrdasarkan keputusan Gubernur .JawaTengah Nornor 100.3.3.1/352 Tahun
2025 tanggal 29 Agustus 2.025 tentang Hasil Evaluasi Rancan!?an Peraturan
Dacrah Kota Salatiga tentang i Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Kota Salatiga Tahun Anggaran 20~5 dan Rancangan Peraturan Wali Kota
Salat iga ten t.ang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025, Wali Kota Salatiga bersama dengan Dewan
Pcrwak ilan Rakyat Dacrah Kota Salatiga melalui Badan Anggaran telah melakukan
pcmbahasan , pen~cmpurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan
Dacrah Kota Salatiga ten tang Perubahan Anggaran P~ndapatan dan Belanja
Dacrah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota
Salatiga ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa
Tcngah , scbagai berikut :

, "

PERSETUJUAN TINDAK LANjUTHASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH
TERHADAP RANCANGAN PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
, TAHUN,ANGGARAN 2025 DAN ,

RANCANGAN PERATURAN WALl KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PEND~PArAN DAN, BELANJA DAERAH

KOTA SALATIGA TAH~JNANGGARAN 2025'

, '

KOTA SALATIGA

NOMOR : 1,~3.1/ 86 /1~ / 80.7 ~

TANGGAL: '? ,~e~Wl~~~ ~.;

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



b. Dinas Kesehatan , .
1) Sub Kegiatan Pernbangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

dalam RKPD Perubahan . dianggarkan sebesar
Rp12.228.79S.000,OO, namun pada PPAS Perubahan
dan Rapcrda APBD Perubahan dianggarkan sebesar
Rp 12.328.795.000,00;

2) Sub Kcgiatan Pcngadaan .Obat, Bahan Habis Pakai,
Bahan Medis Habis' Pakai, ,Vaksin, Makanan 'dan
M-inuman di Fasilitas Kesehata~ dalam RKPD Perubahan
.dianggarkan sebesar ,Rp6.79~.609.204,00, namun pada
PPAS Perubahan dati, Raperda APBO Perubahan
dianggarkan sebesar Rp6.938.41 ~.204,00;

3) Sub Kegiatan Pengelolaan ". Jaminan Kesehatan
Masyarakat dalam RKPD Perubahan dianggarkan
sebesar Rp26.727.346.916,QO,' narnun pada PPAS
Perubahan dan Raperda APBO Perubahan dianggarkan
scbcsar Rp26.577.346.916,OO; dan

4) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistern Informasi Kesehat~n
dianggarkan sebesar Rp18.039.730,OO, namun pada
PPAS Perubahan dan Raperda APBO.· Perubahan ..
dianggarkan sebesar Rp68.~039.730,00;

c. Dinas Pckerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1) Sub Kegiatan Pembangunan ,Tanggul Sungai dalam
RKPD Perubahan dianggarkan sebesar
Rp2.074.718.000,OO, narnun .pada PPAS Perubahan dan
Rapcrda APBO Perubahan dianggarkan sebesar
Rp2.958.066.000,OO;

2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
dan TeknisBistern Penyediaan Air Minum (SPAM), dalam
RKPD Perubahan dianggarkan sebesar
Rp198.348.000,OO, narnun pada PPAS Perubahan dan
Raperda ,APBD Perubahan dianggarkan sebesar
Rp 148.j48.dob~oo;

2) Sub, Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat .Sarana,
Prasarana dan Utilitas Sekolahdalarn RKPD Perubahan
dianggarkan sebesar ,Rp239.836.432,00, namun pada
PPAS Penibahan dan Raperda APBD Perubahan
, dian~arkan sebesar R,p339.836.432,OO;

, 3)· Sub Kegiatan Penyediaan Biaya .Personil Peserta Didik
Sekolah Menengah Pertarna .dalam RKPD Perubahan
dianggarkan sebesar ,Rp287.250.00o',oo, .namun pad a
PPAS 'Perubahan' 'dart, Raperda ' 'APBD Perubahan
dianggarkan sebesar Rp144.000.000,'OO; dan' ,

4) Sub Kegiatan Pernbinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa dalarn RKPD Perubahan dianggarkan sebesar
Rp379'.882.100,OO, namun pad a PPAS Perubahan dan
Raperda APBO Perubahan dianggarkan .sebesar
RpS23.132.100,OO;

a. Dinas'Pendidikan
1) Sub Kegiatan Pernbinaan Kelembagaan dan Manajernen

Sekolah dalam RKPD 'Perubahan dianggarkan sebesar
Rp392.217.100,OO,naln~I1 pad a PPAS Perubahan dan
Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar
Rp442.217.100,OO; .
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c. Satuan Polisi Parnong Praja '.

Sub' Kegiatan Pencegahari '.Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Urnurn Melalui :Deteksi Dini .dan Cegah Dini,
Pcrnbinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pcngamanan, dan Pengawalan 'd~lam RKPD Perubahan
dianggarkan sebesar ~p340.'800.100,OO, namun pada PPAS
Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan
sebesar Rp437.120.100,OO; .

f. Dinas Sosial

Peningkatan Kemampuan' Potensi Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kccarnatan Kewenangan' Kabupaterr/Kota dalam"
RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp 134.860.000,00,
namun ·pad a PPAS Perubahan dan Raperda' APBD
Perubahan dianggarkan sebesar Rp123.240.000~OO;

g. Dinas Pemberdayaan Perernpuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat
untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
Kabupatcu/ Kota dalam. RKPQ Perubahan dianggarkan
sebesar Rp466.342.000"oo, riarrrun pada PPAS
Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan
sebe~ar Rp518.138.000,OO;

4) Sub Kegiatan Penyediaan Sub. Sistem Pengolahan Air
Limbah Domestik (SPALD) Setempat dalam RKPD
Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.448.214.000,00,
narnun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD
Perubahan dianggarkan sebesar Rp2..458.594.000,00; ,

d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1). Sub Kegiatan Perbaikan Rurnah Tidak Layak Huni dalam
RKPD " Perubahan ' " " dianggarkan" ' sebesar
, Rp7.109.467'.000,OO, namun pad a PPAS Perubahan dan
; Raperda APBD ,Perubahan di~ggatkan" sebesar
Rp6.249.467.000,00;,

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran 'Kawasan
Permukiman Kumuh dalarn."RKPD Perubahan
dianggarkan sebesar R'pl0.966.676.000,OO, namun pada
PPAS Perubahan dan,' Raperda APBD Perubahan
dianggarkan scbcsar 'Rp)1.,31q'.676.00p,00; dan,

3) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
dalam RKPD Peru bahan', dianggarkan sebesar
Rp3.710.230.4S7,00, namun pada PPAS Perubahan dan
Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar
Rp4.027. 730.457 ,00;

3) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik (SPALD)Terpusat 'Skala Permukiman
dalam RKPD Pen.l;Q$ari' dianggarkan sebesar
Rp3.106.826.000,OO, namun pada ppAs Perubahan dan
Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar
Rp3.117.380.000,OO; dan

/
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Ill. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
1. Menyesuaikan larnpiran pada Rancangan Peraturan Wali Kota, antara lain

penjelasan mengenai dasar hukurn, lokasi sub .kegiatan dan belanja yang
bersifat khusus dan Zatau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber
pendanaan sub kegiatan.

1. Menyusun dasar hukum pendapatan dan mencanturnkan di kolom
Penjclasan pada Rancangan ,Perat\lran, Walikota Salatiga tentang
Pcnjabaran Perubahan APBOTahun Anggaran 2025.

'2. Pcningkatan kcmandirian Daerah melalui ,'langkah-langkah optimalisasi
pada kegiatan pemungutan pajak daerah serta tetap melakukan koordinasi
pernanfaatan dan pcnatausahaan 8MO, meningkatkan iklim investasi dan~. . . ,

berusaha scrta pengernbangan ekspor di Kota Salatiga,
dan rnelakukan prognosis target pendapatan seeara lebih akurat sesuai
dengan potensi sumber pendapatandaerah.

3. Melakuk~n koordinasi secara int~nsif ke 'Pemerintah Pusat terkait dengan
Pendapatan Transfer Pernerintah Pusat dan ke Pernerintah Provinsi Jawa
Tengah terkait dengan Pendapatan, Transfer Antar Daerah guna
memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi
tersebut.

II. KEBIJAKAN PENDAPATANDAERAH
"

5. Penyajian informasi pada Larnpiran Raneangan Peraturan
Daerah/Raneangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APED
scsuai dengan Peraturan Menteri D~lam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Memberikan penjelasan terkait perubahan perencanaan anggaran dimaksud
serta konsistensi dan 'keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran
menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah ten tang Perubahan
APSD, mengingat sasaran target, capaian program, kegiatan dan sub
kegiatan (output) serta target hasil (outcome) yang diharapkan memerlukan
komitmcn dan Zatau keterpaduan' antara dokumen perencanaan dan
dokumen penganggaran.

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup ·Anak
Tingkat Daerah Kabupaterr/Kota dalam RKPD
Perubahan dianggarkan sebesar Rp203.374.500,OO,
namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD
Perubahan dianggarkan sebesar Rp20S ..174.S00,OO; dan

3) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi Anak 'yang' Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah Kabupaterr/Kota dalam RKPO
Perubahan ,dlanggarkafl sebesar . Rp63.193.700,00,
namun pada PPAS Perubahan dan Rape.rda AP~O
Perubahan dianggarkan sebesar Rp93.193. 700,00;

h. Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan PengelolaanRuang Terbuka Hija~ (RTH)dalam
RKPO Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.507.809.882,00,
namun pada PPAS. Perubahan dan Raperda . APJ?O
Perubahan dianggarkan seb~sarRp3.932.80~~882,OO;
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7. Mclakukan evaluasi pelaksariaan 'program/kegiatan dan Alokasi Belanja
Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TI\DD) dengan tetap mernpedomani
pctunjuk teknis 'pelaksanaannya. ' . ,

, ' ,

mclakukan langkah pcrcepatan pcnangan pegawai Non-ASN ~elalui
pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh
Waktu dcngan mcngacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2025 tcntang Pegawai .Pcrnerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh
Waktu. ~

6. Mengelola kcbijakan kcpegawaian, khususnya pegawai Non. ASN yang
bcrdarnpak pada pcngeluaran APBP. sebagai berikut: .

mengclola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang
bcrdampa~ . pada pengeluaran APBD akan tetap memperhatikan
kctcntuan Undang-UndangNornorSTahun 2014, Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 20 i8, dan, Peraturan Pernerintah Nomor 48 Tahun
2005 dan' pcrubahannya serta mencerrnati kernbali penyediaan
anggaran dcngan rnengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabei,
~crta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja

. (ASK) SKPD;

mcrnperhatikan pula kuota perncnuhan recruitment Tenaga Pendidikan
Aparatur Sipil Ncgara (ASN), baik dari Pegawai Negeri .Sipil (PNS)
rnaupun Pcgawai Pem,erinlaha,n: ~engan Perjanjian Kerja (P~PK);

5. Menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara, bertahap dalam waktu
5 [lima] tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nornor .lTahuri 2022.
Untuk itu, Pernerintah Kota Salatiga harus secara bertahap mengurangi
porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui
TKOmaksirnal 30% dari total belanja APBp.

4. Memastikan bahwa' kebijakan . pernberian 'Tunjangan .Perumahan dan
Tunjangan Transportasi dirnaksud sesuai dengan ketentuan peraturan
perundarigan-undangan yang' berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan

. Pasal 17 Peraturan Pemerint~h, 'Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD. '

3. Mencerrnati kernbali berkenaan perrnohonan persetujuan Tambahan
Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 ~epad,a Menteri Dalam Negeri,
terrnasuk ~idalamnya pengalokasian anggaran Tarnbahan Penghasilan ASN
bagi Inspektorat Daerah.

2. Penyediaan anggaran Belanja Gajidan Tunjangan ASN dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025, serta dihitung secara cerrnat sesuai dengan kebutuhan pendanaan
sarnpai dengan bulan Desember, 2025, sehingga pengeluaran gaji dan "
tunjangan ASN akan secara optimal dan efisienterserap sesuai kebutuhan
guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.
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14. Mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Repu blik
Indonesia Nomor 'S~O/4,825 / SJ, 'tanggal 19 Agustus. 2022 ten tang

13. Mernpertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun
anggaran berjalan, sehingga cap~an ,kinerja' program/' kegiatarr/ sub
kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam
penganggaran program/ kegiatarr/ sub kegiatan utamanya yang mempunyai
keluaran ioutput) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025.

..
12. Mempertimbangkan pernenuhan proporsi belanja infrastruktur pelayanan

publik dirnaksud pada Pcraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga.

11. Mempertimbangkan peningkatan alokasi Belanja Modal sehingga secara
simultan dapat rneningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik. .

I

10. Memberikan penjelasan secara mernadai berkenaan perubahan alokasi
anggaran dirnaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud,
tetap rnelaksanakan ketentuan dalarn Instruksi Presiden dan Surat Edaran
Menteri Dalarn Negeri dimaksud "pada .pelaksanaan APBD Kota Salatiga
Tahun Anggaran 2025' dan melakukan penyesuaian target
program/kegiatan/sub kegiatan ,yang bersumber dari dana Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa Tahuri 20~5 pada rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun'Ahggaran'~025.

, " . '.

9. Penyediaan anggaran Belanja Hihah dan B~'lanja Bantuan .Sosial supaya
m~menuhi persyaratan dalarn rangka menunjang 'penc8:paian sasaran
program dan -kegiatan pernerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan
daerah dalarn rnendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pernbangunan dan kernasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi
dari kernungkinan .terjadinya resiko sosial dan menjamin efektifitas
pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari .penyediaan anggaran
dimaksud melalui serangkaian proses ,',evaluasi dan rekornendasi dari
Kopala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD dan
melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan
ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud serta mernberikan
pcnjclasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Bantuan Sosial
tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk
Kola Salatiga Tahun Anggaran 202?

" '

8. Penyediaan anggaran Belanja .Jasa Konsultansi Konstruksi yang secara
substansi menghasilkan dokumenperencanaan kegiatan bersifat fisik, agar
dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pernbangunannya,
sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas ..
daerah. Serta menyesuaikan kernbali . penganggaran jasa konsultasi
perencanaan .rnenjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran
pengadaan belanja rnodal/fisik mengacu ketentuan bahwa .nilai aset tetap
yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga be~i/bangun
aset ditambah 'seluruh:·. belanja yang terkait dengan
pe~gadaan/pe~b~ngu~,an aset sampai aset siap digunakan,
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19. Melakukan pencerrnatandan penelitian kembali atas:

Program/Kcgiatan/ Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 yang .mengalarni pergeseran sebelum tahapan
Pcrubahan APSD dan/atau' pcngurangan maupun penghapusan
anggarannya dalam .rangka mengantisipasi .apabila terdapat realisasi
bclanja pada Program/ Kegiatarr/Bub Kegiatan yang telah berubah
anggaranny~;
Penyesuaian anggaran pada Prograrrr/Kegiatarr/Bub Kegiatan
berdasarkan ,hasil klarifikasi/ evaluasi . sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan khu'susnya berkaitan dengan pelaporan anggaran
yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan

17. Menjamin kebijakan Universal Health Coverage (UHC) di wilayah Kota
Salatiga dengan mengacu ketentuan Peraturan Perundang-Undagan yang
berlaku.

I
I

I

I

I

I

I
I

18.Mengoptimalkan per-an. Kecamatan, sebagai garda terdepan dalam
pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan;
kelompok zillenial, dan mernberikan perhatian lebih pada perlindungan dart
pernberdayaan kelornpok rentan.. serta rnendorong pemanfaatan optimal
sarana olah raga atau sport center melalui program Kecamatan 8erdaya
agar mengarnbil langkah strategi,s, dalam, rnendukurig pencapaian visi
Gubernur Jawa Tengah dirnaksud rnelalui prograrrr/kegiatan/ subkegiatan
pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBDTahun Anggaran 2025.

16. Mernastikan 'penggunaan, anggaran 'p~ngawasan pada, Rancangan
Pera turan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

15. Mengawal implernentasi progra~/kegiat,anl sub kegiatan urusan
pernerintahan pelayanan :dasar Bidang Pendidikan.: Bidan~ Kesehatan,
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BidangPerurnahan Rakyat
dan .Kawasan Permukiman, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum,
dan Bidang Sosial serta rnelakukan supervisi guna rnenjamin pencapaian
target kinerja yang ditetapkan.

Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi
Daerah, dalam rangka kebijakan .menjaga stabilitas perekonornian di
daerah dan mengatasi perrnasalahan ekonorni sektor rill serta menjaga
stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan f

menyediakan anggaran untuk:

- Mcndukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPIO) dengan
.menyediakan alokasi anggaranidalam APBD Tahun Anggaran 2025
scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan

- Pengendalia~' harga 'barang dan jasa yang menjadi kebutuhan
masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan] bahan pokok, melalui
'belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.
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V. PEN TUP
.Dernikian Persetujuan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi .Gubernur .Jawa tengah

•• " • ,I I

terhadap RancB?gan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan
Angg ran Pendapatan dan 8elanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025
dan ancangan Peraturan Wali .kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan
Angg ran Pendapatan dan Belanja',Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran
2025, untuk rnenjadikan periksa dan.dipergunakan sebagaimana mestinya.

"

IV. KEBIJAKAN ,PEMBLAYAAN DAERAH', :

Lebi cerrnat dalarn memilah dan rnengidentifikasialokasi SiLPA yang telah
arkan untuk mernastikan kewajiban tersebut tidakmenjadi beban pada.
anggara,n berikutnya. ,

20. P nyesuaian anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja
Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam
je is, objek ma~pun rincian objek belanja pada masing-masing kode
r kening belanja sesuai dengan peruntukannya.

Penyesuaian atas tindak lanjut 'Hasil . Evaluasi APBD sebelum
,ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025.
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